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ABSTRAK  

 

Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa 

Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah) 

Oleh  

RIKA PUJIASTITI 

NPM 1804022011 

 

       Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk 

melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 

masyarakat, salah satunya mengenai pengelolaan dana desa. Adapun prinsip 

pengelolaan keuangan desa terdapat dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 

tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang  mencakup berbagai prosedur 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Penyusunan dan pengelolaan dana harus didasari pada 

prinsip akuntabilitas sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 

sebagaimana mestinya oleh pemerintah desa.  

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas terhadap pegelolaan 

dana desa di desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung 

tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber 

data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.  

       Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dana desa 

di desa Sri Kencono berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 

2014 secara prosedur belum sepenuhnya dapat dikatakan akuntabel, Masih ada 

program-program yang belum terlaksana karena terkendala covid serta masih 

adanya keterhambatan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan. 

 

Kata kunci: Akuntabilitas, pengelolaan dana desa 
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MOTTO 

 

   

 

“Apakah manusia mengira, bahwa dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa 

pertanggungjawaban).” (QS. Al-Qiyamah: 36). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

      Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi 

menjadi pemerintahan pusatadan pemerintahanadaerah. Kemudian daerah 

itu sendiri dibagi yang terdiri atasaprovinsi, kabupaten/kotaadan kecamatan. 

PemerintahaDesa merupakan bentuk pemerintahannyang paling terkecil 

yang berhubungannlangsung denganmmasyarakat. Sehingga sangat penting 

dan dibutuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan 

pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai peran strategis dalam 

menyelenggarakan proses pembangunan, mmeningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan meningkatkana pelayanan publika serta memajukan 

perekonomiana daerah. Selain itu, pemeintah desa juga diyakini bahwa 

lebihi mengetahui prioritasia kebutuhana masyarakat.1 

       Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,  desa  

adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati  dalam  sistem 

 
1 Baiq Hanita Septiani Audia, Indah Ariffanti dan Baiq Desthania Prathama, 

“AkuntabilitassPengelolaan Dana Desa Dalam Upaya PembangunannDi Desa Sajang Kecamatan 

Sembalun,” Jurnal Kompetitif: MediaaInformasi Ekonomi Pembangunan, ManajemennDan 

Akuntansi, Vol. 6, No. 2, 2020, 1. 



 
2 

 

 
 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).2DDesa 

merupakanasuatu entitassterdepan dalam prosess pembangunan bangsaadan 

negaraayang menjadiuujung tombakkkemajuan suatu wilayahhnegara. 

Peran Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhadapan 

langsung dengan masyarakat sangatlah penting, terutama tanggungjawab 

Perangkat Desa dalam mengelola Dana aDesaa untuka meningkatkan 

kesejahteraana masyarakat, kualitasa hidup dan pemerataan pembangunan.3  

       Dana Desa merupakan salah satu pendapatan Desa dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Desa tersebut 

digunakan untuk membiayai berbagai bentuk kegiatan dalam 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan Desa, pembinaan masyarakat 

dan pemberdayaan masyarakat.4 Dana Desa yang disalurkan oleh 

pemerintah dimaksudkan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. 

 
2 Bambang Tri Saputra, Suyanto dan Kamila Ali,  “Analisiss Akuntabilitass 

PengelolaannKeuangann Desaa (Studii  Kasuss Padaa Desaa Kahuripann Jayaa Kecamatann Banjarr 

Baruu Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung)”, Jurnall Akuntansii AKTIVA, vol. 1, No. 1, 

2020, 18. 
3 Linaa Nasihatuna Nafidaha danaMawaraSuryaningtyas, “Akuntabilitasa Pengelolaan 

Alokasia Danaa Desaa Dalama Upayaa Meningkatkan Pembangunana Dana Pemberdayaana 

Masyarakat”, aJombang, Vol .3, 2015, 214. 
4 Peraturannpemerintah RepublikkIndonesia Nomor 8 Tahun 2014 PerubahannKedua 

PeraturannPemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang DanaaDesa YanggBersumber DariiAnggaran 

PendapatannDannBelanjaaNegara, Pasall1 Ayatt((2). 



 
3 

 

 
 

       Adanya DanaaDesa pendapatan Desa menjadi meningkat sehingga 

perlu diatur dan dikelola dengan baik dalamapengelolaan keuanganaDesa. 

Adapun prinsip pengelolaanakeuangan Desa terdapat Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang tentang pedoman pengelolaan 

keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam 

mengelola keuangan desa. Ini mencakup berbagai prosedur pengelolaan 

keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan tanggungjawab. Pengelolaan keuangan Desa tersebut 

dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.5 Kepala desa berwenang 

dalam pengeleloaan dana desa dan wajib menyampaikan laporan realisasi 

dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang ada di APBD dan 

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan 

media informasi yang  dapat  diakses dengan lancar oleh masyarakat. 

       Pemerintah desa harus bertanggungjawab dan transparan serta amanah 

dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur’an 

surah An-Nisa ayat 58: 

 

 

Artinyaa: “Sungguh, Allah menyuruhmu untukamenyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila 

 
5 LinaaNasehatun Nafidah, NurrAnisa. “AkuntabilitassPengelolaan KeuangannDesa Dii 

KabupatennJombang”, JurnallIlmuuAkuntansi, Vol. 10, 2017, 276. 
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kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang mengajarimu. Sesungguhnya, Allah 

Maha mendengar lagi maha Melihat.”(QS. An-Nisa:58).6 

       Berdasarkan surat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus bersikap 

adil dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah juga 

diberikan kepercayaan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak 

menerimanya. Oleh sebab itu, pemerintahan harus memegang teguh 

amanah, berlaku adil serta dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakatnya. 

       Pengelolaana keuangana desaa perlu diterapkan aspeka tata 

pemerintahana yanga baik (good governance), salaha satunya adalah 

akuntabilitas. Prinsip akuntabilitasa harus diterapkan oleh Pemerintah Desa 

mulaia daria perencanaan, apelaksanaan, apenatausahaan, apelaporana dan 

pertangungjawaban. Dari segi akuntabilitas dapat memberikan informasi 

kepadaa masyarakata maupun apengguna,asehingga amemungkinkan 

merekaa menilaia tanggungjawaba pemerintaha atasa segalaa aktivitas 

kegiatana yanga telaha dilakukan.7 

       Adanya prinsip Akuntabilitas maka upaya pemerintah dalam 

menciptakan penyelenggaraan pemerintahan sudah baik, demokratis dan 

amanah. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk segala bentuk 

 
6 QS. An-Nisa (4): 58.  
7 AstriiJuainitaaMakalalag, skripsi, AkuntabilitassPengelolaan DanaaDesaadi Kecamatan 

KotamobaguuSelatan KotaaKotamobagu, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2009), 4. 
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kegiatana yanga dilakukan dan diamati secara terbuka oleh masyarakat, hal 

ini bertujuan agar masyarakat merasa bertanggungjawab terhadap 

keberlangsungan program pemerintah, salah satunya terhadap pengelolaan 

dana desa. 

       Dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp20,76 

triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah 

mencapai Rp328,07 triliun. Dana desa melalui APBN sebagaimana 

diamanahkan oleh UU Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar-

besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik guna meningkatan 

kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta 

mengatasi kesenjangan pembangunan. 

       Sejak dialokasikan pada 2015, anggaran dana desa cenderung 

mengalami peningkatan. Selama periode 2015-2020, anggaran dana desa 

mengalami peningkatan yaitu dari Rp20,76 triliun di 2015 menjadi sebesar 

Rp71,19 triliun pada 2020. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata 

dana yang diterima per desa juga meningkat. Jumlah desa yang menerima 

dana desa juga mengalami peningkatan yaitu dari 74.093 desa pada 2015 

menjadi sebanyak 74.954 desa pada 2020. Selama kurun waktu 2015-2019 

pemanfaatan dana desa telah menghasilkan capaian yang menunjang 

perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui 

pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di desa. 

       Pemanfaatan dana desa selama periode tahun 2015-2019, pemerintah 

mengklaim bahwa terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 



 
6 

 

 
 

17,89 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 14,93 juta jiwa pada 

tahun 2019 dan persentase penduduk miskin di desa dari sebesar 14,09 

persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,60 persen pada tahun 2019, 

kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri dari 173 desa pada tahun 2015 

meningkat menjadi 824 desa pada tahun 2019, serta penurunan jumlah desa 

tertinggal dan sangat tertinggal dari 41.315 desa di tahun 2015 turun 

menjadi 27.423 desa ada tahun 2019. 

       Tahun 2020 pemanfaatan dana desa ditujukan pada upaya pengentasan 

kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antar desa, 

memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat desa. Sebagai respons penanganan pandemi Covid-19, dana 

desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial 

berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang 

terdampak dan kegiatan penanganan Covid-19 di desa.8 

       Desaa Sri Kenconoa kecamatan Bumia Nabung Kabupatena Lampung 

Tengaha merupakan salaha satua Desaa yanga mendapatkan anggaran dana 

desaa daria Pemerintaha Pusat. Penerimaan Danaa Desa di Desa Sri 

Kencono Kecamatan Bumi Nabung cukup besar. Adapun pengalokasian 

anggaran Desa bersumbera daria Danaa Desa, aAlokasiaDanaa Desaa dan 

Danaa Retribusia bagia Hasila Pajak. Berikutatrinciana anggarananDesa : 

 

 
8 Robby Alexander Sirait dan Emillia Octavia, Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-

2020, (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021), 1-2 
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Tabele1.1 RincianaAnggaranaDesa 

Keterangann 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 

DanaaDesa 811.188.259 957.879.115 1.125.243.000 

Alokasi Dana Desa 419.567.446 462.548.000 468.589.596 

Bagi Hasil Pajak 25.126.065 28.610.000 26.703.811 

Total Anggaran Desa 1.255.881.770 1.449.037.115 1.620.536.407 

Sumberr: PemerintahhDesa, 2018-2020 

       Tabel 1.1 menunjukan bahwa anggaran desa yang berasal dari dana 

desa meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Dana Desa yang 

masuk pada tahun 2018 sebesar Rp811.188.259, pada tahun 2019 

meningkat 2,04% atau sebesar Rp827.725.560, dan pada tahun 2020 

meningkat 35,94% atau sebesar Rp1.125.243.000. Dana anggarana desa 

daria Alokasia Danaa Desa setiap tahunnya mengalamia peningkatan. aPada 

tahuna2018 Alokasi Dana Desa sebesar Rp419.567.446, pada tahun 2019 

meningkat 10,24% atau sebesar Rp462.548.000 dan pada tahun 2020 

meningkat 1,31% atau sebesar Rp468.589.596. Dan anggarana desaa yang 

berasala daria Bagia Hasila Pajaka padaa tahuna 2018 sebesar 

Rp25.126.065, Pada tahun 2019 meningkat 13,87% atau sebesar 

Rp28.610.000 dan pada tahun 2020 turun 6,66% atau sebesar 

Rp26.703.811. Sehingga total anggaran desa tahun 2018 sebesar 

Rp1.255.881.770, pada tahun 2019 meningkat 5,02% atau sebesar 

Rp1.318.883.560 dan pada tahun 2020 meningkat 22,87% atau sebesar 

Rp1.620.536.407.  



 
8 

 

 
 

       Anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa cukup besar, 

Sehingga semakin besar pula pertanggungjawaban pemerintaha desaa 

dalama melaksanakana pengelolaana keuangana desa.  

       Dana Desa digunakan di Desa Sri Kencono untuk 4 (empat) jenis 

kegiatan yang menjadi prioritas yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Selain itu Dana Desa juga dialokasikan untuk penanggulangan bencana, 

darurat dan mendesak.  

       Pengalokasian Dana Desa tidak adanya persentase pembagian anggaran 

perdusunnya. Pembagian anggaran Dana Desa tersebut tidak sama rata 

anggaran yang di berikan antar dusun namun berdasarkan peta wilayah dan 

kepadatan penduduk. Jika melakukan pembangunan maka dilakukan secara 

bertahap setiap dusun dan berdasarkan peta wilayah tersebut Desa Sri 

Kencono terdapat 4 (empat) dusun. dimana dusun 2 (dua) Sri Kencono lebih 

luas sehingga distribusi yang lebih besar di dusun tersebut dibanding di 

dusun lainnya. Hal tersebut mengacu pada Rencanaapembangunan Jangkaa 

Menengaha (RPJM). 

      Penyusun kegiatan perencanaan Dana Desa dilakukan melalui 

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes) yang 

merupakan suatu gagasan yang membuat Rencana pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) dalam jangka 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode masa 

jabatan kepala desa. Setelah RPJM adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKP) yang dilaksanakan di awal tahun guna untuk merencanakan hal-hal 
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yang akan dilaksanakan dalam pembagunan fisik maupun non fisik pada 1 

(satu) tahun kedepan. Dalam penyusunan RKP kemudian diikuti dengan 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).9 Pemerintah 

desa wajib menyampaikan informasi publik terkait anggaran dana desa 

kepada warga masyarakat.  

       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola 

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran. Terkait pengelolaan keuangan desa di 

Desa Sri Kencono, dengan melihat keresahan masyarakat setempat bahwa 

pada masa pandemi covid ini dana desa di alokasikan untuk penanggulangan 

covid namun yang menerima bantuan tersebut terdapat beberapa warga yang 

berada dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

dana desa sehingga masyarakat tidak mengetahui jumlah dana desa yang 

diterima dari pemerintah. Masih ada program-program yang belum 

terlaksana karena terkendala covid serta masih adanya keterhambatan dan 

keterlambatan dalam pembuatan laporan. Dalam hal tersebut masyarakat 

awam yang tidak mengetahui pengelolaan dana desa tersebut bersikap acuh 

dalam pengelolaan Dana Desa. 

      Penyusunan dan pengelolaan dana desa harus didasari pada prinsip 

akuntabilitas yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap 

 
9 Slamet Mugi Rahayu, Bendahara Desa, Wawancara, Sri Kencono, 2 September 2021. 
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kesejahteraan masyarakat dan dapat dilaporkan serta 

dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.   

       Berdasarkanauraian diiatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai 

“Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus 

Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung 

Tengah)” 

 

B. PertanyaannPenelitian 

Berdasarkannuraian latarrbelakang diaatas, makaapenelitiidapat mengambil 

suatu rumusan masalah yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana 

Desa diiDesaaSri KenconooKecamatan BumiiNabung Kabupaten Lampung 

Tengah? 

 

C. Tujuana dana Manfaat penelitiana 

1. TujuanaPenelitian  

Berdasarkana uraiana latara belakanga diatas, maka tujuanapenelitian 

adalaha untuka menganalisaa akuntabilitas pengelolaan dana desa 

diiDesaaSri KenconooKecamatan BumiiNabung Kabupaten Lampung 

Tengah. 

2. ManfaattPenelitian  

Penelitian inii diharapkanndapatt bermanfaat bagiisemuaapihak, 

diantaranya:: 

 



 
11 

 

 
 

a. ManfaattTeoritis 

Hasillpenelitian iniidiharapkanndapat menambah dan memperluas 

ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan penelitian 

selanjutnyaayang berkaitanndengan akuntabilitas pengelolaan dana 

desa.  

b. Manfaattpraktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan evaluasi bagi pemerintah Desa dana masyarakat dalam membuat 

serta menjalankan suatu kebijakan.  

 

D. PenelitiannRelevan 

       Sebagaiibahan pertimbanganndalam penelitian iniiakan dicantumkann 

beberapaahasil dariipenelitian sebelumnya, diantaranyaasebagai berikutt. 

      PPertama, Penelitianndilakukan olehhDwi FebriiArifiyanto dannTaufik 

Kurrohmanndengan judull“AkuntabilitassPengelolaan AlokasiiDanaaDesa 

DiiKabupatennJember”. Metodeeyang digunakannpada penelitiannini 

adalahhmetodeepenelitiannkualitatif dengann pendekatan aanalisis 

deskriptif. Hasill penelitiannyaa adalahaperencanaana programaa Alokasi 

Danaa Desaa dia10a desaa se Kecamatana Umbulsari secaraa bertahap telah 

menegakkana konsepsia pembangunana partisipatifa masyarakata desa 

yanga dibuktikanna dengana berjalannyaa prinsip-prinsipa pembelajaran 

partisipatif, responsif, dan transparan kepada masyarakat desa di Desa 

Umbulsari. Rangka mewujudkana pemberdayaan masyarakata desa 
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melaluia foruma musrenbangdesa (Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan  Desa).10  

       Persamaan dari penelitian ini adalah  bahwa  sama-sama membahas 

tentang akuntabilitas dan pengelolaan dana desa. Perbedaan dari 

penelitiannini adalahhpenelitian saat ini lebih terfokus padaaakuntabilitas 

pengelolaanndanaadesa. Objekkpenelitian padaapenelitian sebelumnya 

yaituudi  Kabupatennsedangkan  penelitiannsekarang  dii Desa. 

       Kedua, Penelitiannndilakukannnoleh Ade Irma dengannnjudul 

“AkuntabilitassPengelolaannAlokasi Dana Desa (ADD) DiiKecamatan 

DolooSelatannKabupaten Sigi”. Metodeayang digunakan dalam penelitian 

iniiadalah pendekatan deskriptif dan kualitatif. Hasillpenelitiannya adalah 

akuntabilitasspengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan  Dolo 

Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan 

dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan 

kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan  kendala 

utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemda  

Kabupatena Sigi.11 

       Persamaanndari penelitiannini adalah bahwa sama-samaamembahas 

tentanggakuntabilitas dannpengelolaan alokasiidanaadesa. Metodeeyang 

digunakannmenggunakan deskriptiffdan pendekatannkualitatif. pPerbedaan 

 
10 Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Di Kabupaten Jember”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.2, No.3, 2014. 
11 AdeeIrma, “AkuntabilitassPengelolaan AlokasiiiDana Desaa(ADD) DiiKecamatan  

DolooSelatan KabupatennSigi”, JurnalaKatalogis, Vol.3,nNo.1, 2015. 
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dariipenelitian iniaadalah penelitian saat ini lebih dimenitikberatkan pada 

akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Objeka penelitian pada penelitian 

sebelumnya yaitua di  Kecamatana sedangkan  penelitiana sekaranga yaitu 

diaDesa. 

       Ketiga, penelitianndilakukannolehhWahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, 

Vita Fitria Sari dengann judul “AnalisissAkuntabilitas Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di 

Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). Metode yang digunakan pada 

Penelitian ini  adalah kualitatif interpretive. aHasil apenelitiannya adalah 

akuntabilitas pengelolaann ADD Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat 

sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif 

masyarakat desa, namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui 

setiap informasi pada proses perencanaan ADD.12 

       Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas 

terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Perbedaan dari penelitian ini 

adalah penelitian saat ini lebih difokuskan pada akuntabilitas pengelolaan 

Dana Desa. Metode yang digunakannkualitatif interpretive sedangkan 

penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Objekepenelitian 

sebelumnya studia kasusa empat desaa dalam empat kecamatana sedangkan 

penelitian ini difokuskan hanya di satu Desa. 

  

 
12WahyuuNingsih, Fefri Indra Arza dan Vita Fitria Sari, “AnalisissAkuntabilitas 

PengelolaannAlokasi DanaaDesa (Studi Kasus Padaa Empat DesaasDalam EmpatatKecamatan di 

KotaaSawahlunto ProvinsiasSumatera dBarat),aJEA, Vol. 2,2No. 4, 2020. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Desa 

1. Pengertian Desa  

       Kataadesaa berasala daria bahasaa Sansekertaa yaknia “dhesi” yang 

berartia tempata lahir. Desaa merupakan kesatuana wilayahayang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang berada di bawah 

kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.13 Menurut Paul H. Landis 

mendefisinikan bahwaa Desaa merupakan suatua kawasan dengan 

jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciria esensial 

dalam masyarakat tersebut, diantaranya yaitu: 

a. Mempunyai hubungan sosial antar makhluk hiduppsaling mengenal. 

b. Ada pertaliana perasaana yanga samaa tentanga kesukaana terhadap 

kebiasaan. 

c. Cara berbisnis sifanyat afgraris dan sangatadipengaruhi olehaalam 

sekitaraseperti iklim,akeadaan alam, dan kekayaannalam.  

       Sedangkan  menurut  Permen No 113  Tahun  2014  tentang Desa. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat asal berlandaskan pada usaha 

 
13 Muhamad Mu’iz Raharjo, Pengelolaan Dana Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 1. 
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masyaraat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yanggdiakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).14 

       Desa merupakana bagian penting dari masyarakatayang tidak dapat 

dipisahkan serta wilayaha administratifa yanga beradaa diabawah 

kecamatana dana dipimpina oleha kepalaadesa.  

2. Wewenangan Desaa 

Adapun kewenanganndari sebuahadesa yaitu: 

a. Menyelenggarakana urusana pemerintahana yanga dana 

berdasarkana haka asala usula desa. 

b. Tugasapembantuan dariaPemerintah, PemerintahaProvinsi, dan 

PemerintahaKabupaten/Kota. 

c. Menyelenggarakana urusana pemerintahana yanga menjadi 

kewenangan kabupaten/kota yang diserahkana pengaturannya 

kepadaa desa, yaitu urusana pemerintahana yanga secaraa langsung 

bisa meningkatkana pelayanana masyarakat.15 

 

B. DanaaDesa 

1. PengertianaDanaaDesa 

      Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana APBN 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD 

 
14 V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa, (Yogyakarta:  Pustaka Baru Press, 2015), 1. 
15 Ibid., 12. 
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kabupaten/kotaa dan diprioritaskana untuk pelaksanaana pembangunan 

dan pemberdayaana masyarakata desa.  

      Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa 

merupakan salah satu pendapatan Desa dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Desa tersebut digunakan 

untuk membiayai berbagai bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan 

pemerintah, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatana dan 

pemberdayaana masyarakat.16  

      Danaa desa dihitunga berdasarkana jumlaha Desa dana yang 

dialokasikan dengana memperhatikana yaitu: jumlaha penduduk, 

angkaa kemiskinan, luasa wilayaha dana tingkat kesulitana geografis 

dengana tujuana untuka meningkatkana kesejahteraana dan 

pemerataana pembangunana desa.17 

2. Tujuan Dana Desa 

Adapun tujuan dari dana desa, yaitu: 

a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa. 

b. Mengentaskan kemiskinan. 

c. Memajukan perekonomian desa. 

d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. 

e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

 

 
16 Undang-UndangaNo. 6aTahun 2014atentang DanaaDesa. 
17 Baiq Hanita Septiani Audia, Indah Ariffanti dan Baiq Desthania Prathama, 

“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa., 3.  
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3.  Sumber Pendapatan Desa  

       Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), telah 

disebutkanaamengenai sumbera pendapatanaDesa. Desa mempunyai 

sumbera pendapatana desaa diantaranya ayaitu: 

a. Pendapatana Aslia Desaa yaitua daria Hasila usaha, ahasil aaset, 

swadayaa dana partisipasi, gotong-royong, dan lain-lainapendapatan 

asliaDesa. 

b. DanaaDesa dariaAPBN. 

c. BagianadariahasilapajakadaerahadanaretribusiadaerahaKabupaten/

Kota  (palingasedikit 10%). 

d. Alokasia Danaa Desaa (ADD) yanga merupakana dana 

perimbangana yanga diterimaa Kabupaten/Kotaa (minimal 10% 

daria Danaa Bagia Hasila dana Danaa Alokasia Umum). 

e. BantuanakeuanganadariaAPBNaProvinsiadanaAPBDaKabupaten/ 

Kota. 

f. Hibaha dana sumbangana yanga tidaka mengikat daria pihakaketiga. 

g. Lain-lainapendapatan Desaayangasah.18 

 

C. Pengelolaan Dana Desa 

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa 

      Adapun apengelolaan adana adesa, dijelaskan DalamaPeraturan 

Menteri DalamaNegeri No. 113aTahun 2014atentangaPengelolaan 

 
18 Muhamad Mu’iz Raharjo, Pengelolaana Danaa Desa., 6-7. 
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KeuanganaDesa.19 KeuanganaDesa adalah semua hak danakewajiban 

Desaayang dapatadinilai denganauang sertaasegala sesuatuayang 

berupaauang danabarang-baranga yanga berkaitan dengan apelaksanaan 

haka dana kewajibanaaDesa.  

2. Siklusa Pengelolaan Keuangan Desa  

       Siklus pengelolaan keuangan desa meliputia perencanaan, 

pelaksanaan, apenatausahaan, apelaporan, adan apertanggungjawaban. 

a. Perencanaan 

       Pemerintaha Desaa menyusun perencanaan pembangunan Desa 

sesuaia dengana kewenangannyaa yanga mengacua pada 

perencanaan pembangunana daeraha kabupaten/kota. Rencana 

pembangunan desaa disusuna untuka menjamina keterhubungan 

dana konsistensia antara aperencanaan, apenganggaran, 

pelaksanaan, adan apengawasan. 

b. Pelaksanaana 

       Dalama pelaksanaana anggarana Desaa yanga telah aditetapkan 

terlebih dahulu, atimbul transaksiapenerimaan adan apengeluaran 

Dana aDesa. Segala transaksi apenerimaan danapengeluaran Desa. 

Semua transaksi apenerimaan dana pengeluarana Desaa dalam 

pelaksanaana kewenangana Desaa dilakukan melaluia rekeninga kas 

Desa. Jikaa yang beluma memiliki pelayanana perbankan 

diwilayahnya maka pengaturanya ditetapkana oleha pemerintah 

 
19 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. 
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kabupaten/kota. aSemua penerimaanadan pengeluaranadesa juga 

harusadidukung olehabukti-buktiayangaakurat, lengkapadanasah. 

c. Penatausahaana 

       Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, Kepala 

desa menetapkan bendahara Desa untuk mengelolanya. Penetapan 

bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun 

anggaran dana didasarkan pada keputusan Kepala Desa. Bendahara 

desa merupakan perangkat desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala 

Desa untuk mengelola keuangan desa meliputi penerimaan, 

penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, pembayaran, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa dalam  pelaksanaan APBD.  

       Bendaharaa Desaa wajiba mempertanggungjawabkan  uang 

yang dikelolanya melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan 

pertanggungjawabana disampaikan setiapa bulan kepadaa Kepala 

Desaa dana palinga lambata tanggala 10a dia bulana berikutnya. 

d. Pelaporan 

       MenurutuPermendagri No. 113aTahuna2014 dalam 

melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban. Dalam 

pelaporan keuangan desa maka kepala desa wajib melakukan yaitu: 

1) Menyampaikana laporana  realisasi pelaksanaana APBDa 

kepadaa Bupati/Walikota. 

2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

setiap akhir tahun anggran kepada Bupati/Walikota. 
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3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

padaa akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.. 

4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun 

anggaran. 

e. Pertanggungjawabana 

       PermendagriaNo. 133atahun 2014apertanggungjawaban terdiri 

dari: 

1) Kepalaa desaa meyampaikana laporana apertanggungjawaban 

realisasia pelaksanaana APBDa kepadaa Bupati/Walikota 

setiapa akhira tahuna anggaran. 

2) Laporana pertanggungjawabana realisasia pelaksanaana APBD 

terdiria atasa pendapatan, apengeluaran, adan apembiayaan. 

3) Laporana pertanggungjawabana realisasia pelaksanaan APBD 

disampaikana palinga lambata 1a bulana setelaha akhir tahun 

nggarana berkenaan.20 

3. Asas-asasaPengelolaan KeuanganaDesa 

       Keuangana desaa harusa dikelolaa berdasarkana praktik-praktik 

pemerintahana yanga baik. Untuka mencapaia efektivitasa danaefisiensi 

dalama pengelolaana keuangana desaa maka adiperlukan aasas-asas 

yanga harus diterapkan. Asas-asasa pengelolaana keuangana desaa yang 

terdapat dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu : 

 
20 V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa., 18-23. 
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a. Transparana 

       Transparan merupakan prinsip keterbukaan terhadap 

masyarakat sehingga mengetahui dan memiliki aksesa informasi 

seluas-luasnyaa terkaita keuangana Desa. Asasa inia membukaa diri 

terhadapa haka masyarakata untuk memperoleha informasi yang 

benar, ajujur adan tidaka diskriminatifa tentanga penyelenggaraan 

pemerintahana Desa dengana tetap memperhatikana peraturan 

perundang-undangan. 

b. Akuntabele 

       Akuntabel (tanggungjawab) adalah suatu bentuk kewajiban 

untuk bertanggungjawab dalam mengelola keuangana desaa dan 

mengendalikana sumbera daya serta menjalankan program-program 

yanga dipercayakana dalam rangka mencapaia tujuan yanga telah 

ditetapkan. Asasa ini mengatura bahwaa setiapa kegiatana dana hasil 

akhira kegiatana penyelenggaraana pemerintahana desaa harus 

bertanggungjawaba kepadaa masyarakata desaa sesuaia dengan 

ketentuana peraturana perundang-undangan. 

c. Partisipatifi 

       Partisipatif adalaha penyelengaraana pemerintahan desaa yang 

mengikutsertakanakelembagaan desaadan unsuramasyarakatadesa. 
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d. Tertibidan disiplinianggaran  

       Tertib  dan  disiplin  anggaran  adalaha pengelolaan  akeuangan 

desaa  harusa  mengacua padaa aturana ataua pedoman  yang 

melandasinya.21 

 

D. Akuntabilitas  

1. PengertianaAkuntabilitas 

Akuntabilitasa dalama bahasaa araba disebuta almusa’ala 

sedangkan dalama bahasa Inggrisa disebuta accountability yang 

dapatadiartikana sebagaia kewajiban-kewajibana daria individu atau 

penguasaa yanga diberia amanaha untuka mengelolaa sumbera daya 

publika dana yanga berkepentingana dengannyaa sehingga dapat 

dipertanggungjawabkannya. Jadia akuntabilitasa berkaitana erat dengan 

instrumena untuka mengendalikana segalaa bentuka kegiatan, terutama 

dalama hala pencapaiana hasila dalam pelayanana publik dan 

penyampaiannyaa dilakukana secaraa transparana kepada masyarakat.22 

Menuruta Lembagaa Administrasia Negaraa dan Badan 

Pengawasana Keuangana dana Pembangunana Republika Indonesia, 

akuntabilitasa adalaha kewajibana untuka memberikana tanggungjawab 

atau menjawab dan menjelaskana segala kinerjaa dan tindakan 

 
21 Dadang Kurnia, PetunjukaPelaksanaanaBimbingan &aKonsultasiaPengelolaan 

KeuanganaDesa. a (Jakarta: aBPKP, a2015),a35. 
22 Suherman Toha, Hukumatentang PenerapanaGood CoorporateaGovernanceaPada 

DuniaaUsaha, (Jakarta: aBadan PembinaanaHukum NasionalaDepartemen Hukumadan 

HakaAsasi ManusiaaRI, a2007),a34. 
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seseorang/pimpinana di suatu organisasia kepada pihak-pihaka yang 

berhaka ataua berwenanga untuka memintaa peranggungjawaban.  

Mardiasmo mengatakana akuntabilitas merupakan asas 

tanggungjawab publik yang ada dalam prosesa penganggarana dimulai 

daria perencanaan, apenyusunan, apelaksanaan, apelaporana yang  harus 

dipertanggungjawabkana kepadaa DPRDa dana masyarakat. 

Masyarakata tidaka hanyaa berhaka mengetahuia anggarana tetapia juga 

berhaka untuka menuntuta pertanggungjawabana atasa rencanaa atau 

pelaksanaana anggarana tersebut. Dalam penyelenggaraan keuangan 

desa di Pemerintahan Desa, sangat penting untuk menerapkan 

akuntabilitas agara pengelolaan danaa desa dapat 

dipertanggungjawabkan.   

2. Indikatoro Akuntabilitas   

       Dalammmenilai keberhasilanapelaksaan pengelolaanadana 

desaayang akuntabel, ada beberapa indikatoroyang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitasapengelolaan 

danaadesa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban. 

a. Tahapaperencanaan 

       Tahap perencanaan dilakukan secara transparan serta 

melibatkan peran serta masyarakat di Desa. Perencanaan Dana Desa 

diawali dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa 
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dengan mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana 

program Dana Desa yang dihadiri oleh pemerintahan desa, BPK, 

tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hasil musyawarah tersebut 

dituangkan dalam rencana penggunaan dana sebagai bahan 

penyusunan APBD.  

       Pada tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses 

suatu kebijakan dan ikut ambil bagian dalam proses pengambilan 

keputusan untuk perencanaan penggunaan Dana Desa, salah satunya 

dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam perencanaan tersebut 

disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. 

       Pada tahap proses perencanaan indikator untuk menjamin 

akuntabilitas yaitu Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBD kepada Kepala Desa dan desa 

memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan seperti daftar 

hadir, hasil notulen dan surat pernyataan kesepakatan desa dan 

warga.  

b. TahapaPelaksanaan   

       Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu semua penerimaan dan 

pengeluaran Desa dalam pelaksanaanya yang dibiayai dana desa 

maka harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dalam hal 

ini, untuk mendukung keterbukaan dana penyampaian informasi 

kepada masyarakat, setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang dibiyai 
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dari Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan 

yang dipasang pada posisi kegiatan tersebut.  

c. Tahapapenatausahaan 

       Tahap penatausahaan dilakukan secara akuntabel. 

Penatausahaan adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh 

Bendahara Desa. Bedahara Desa diperlukan untuk mencatat 

pemerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan 

secara tertib, serta mempertanggungjawabkanauang melalui laporan 

pertanggungjawaban. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan 

secara sistematik dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi serta wajib mepertanggungjawabkan keuangan desa 

dengan melalui laporan pertanggungjawaban.  

d. Tahap pelaporan 

       Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan 

kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa maka kepala desa 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi 

keuangan desa berupa Pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota 

melalui camat. Indikator ntuk menjamin akuntabilitas yaitu desa 

melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan 

tepat waktu. 

e. Tahap Pertanggungjawaban 

       Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBdes kepada Bupati/Walikota dilaksanakan setiap 



 
26 

 

 
 

akhir tahunu anggaranadan palingalambata3 (tiga) abulanasetelah 

akhir tahunaanggaran. Indikator untuk menjaminakuntabilitas 

yaitualaporan pertanggungjawabanaadiinformasikan kepada 

masyarakataamelalui mediaa informasia berupa  laporana realisasi  

APBD, laporanarealisasi kegiatan, sisa anggran, dan kegiatanayang 

belum aselesaia dan/atauatidakaterlaksana.23 

       Dalam  menerapkan  akuntabilitas,  pihaka yang  terkaita harus 

mampu  mempertanggungjawabkana pelaksanaan kewenangan  

yangadiberikan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sebagaimana 

dalam Al-Qur’an dijelaskant dalam surat Al-Qiyamah ayat 36: 

   

 

Artinya : Apakah manusia mengira, bahwa dia akan dibiarkan 

begitu saja (tanpa pertanggungjawaban). (QS. Al-

Qiyamah: 36).24 

       Dalam  surat  di  atas  menjelaskan  bahwa  Perangkat desa 

sebagai wakil rakyat dalam mengelola keuangan desa dituntut 

pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia/publik/rakyat, 

 
23 Merry Retnaningsih, Skripsi, Analisisa Akuntabilitasa Pengelolaana Alokasia Dana 

Desa Dana Pendapatana Desaa Dia Desaa Yosowilungana Kecamatana Manyara Kabupaten 

Gresika Tahuna 2016-2018, (Surabaya: aUINa Sunana Ampela Surabaya, 2019), 32-34.  
24 QS. Al-Qiyamah  (75): 36. 
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tetapi juga memiliki tanggungjawab kepada Allah atas setiap 

tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya.25 

       Prinsip akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan publik tidak hanya merupakan 

bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi juga untuk daerah 

seperti desa. Adapun tujuan akuntabilitas adalah untuk mengetahui 

pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa 

kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab 

utama.   

3. Prinsip-PrinsipiAkuntabilitas  

       Dalam pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka dalam pelaksanaannya sebagaiaberikut :  

a. Harusuada komitmenedari pimpinanudan seluruhustaf instansi 

terkait. 

b. Harusa adaa sistema yanga dapata menjamina penggunaan sumber 

daya secaraaakonsisten sesuaia dengan peraturana perundang-

undangan yanga berlaku. 

c. Harusa dapata menunjukkana tingkata pencapaiana sasaran dan 

tujuana yanga sudaha ditentukan. 

d. Harusa berorientasia padaa pencapaiana visi, amisi, hasil adan 

manfaata yanga telahadiperoleh. 

 
25 Fatimah Azmi Nainggolan, Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

(Studi Kasus Desa Ramuia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017), 2018, 

35 
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e. Harusa jujur, aobjektif, transparana dan aakurat. 

f. Harus menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.26 

       Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah desa untuk 

meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

  

 
26 Arzul Andaliza, Akuntabilitas Instansi Pemerintah, (Jakarta: Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan, 2007), 7. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenisspenelitian 

       Jenisspenelitian inia adalah penelitiana lapanganna (field research), 

yaituusuatu penelitiannyang menggunakanninformasi yanggdiperoleh 

dari target penelitian, yang selanjutnya disebut sebagai respondenndan 

informanamelalui instrumenn pngumpulan data seperti kuesioner, 

observasi, wawancaraa dan nsebagainya.27 aPenelitian alapangan 

merupakan suatua penelitiana yanga dilakukana dilapangana atau 

dilokasia penelitiana yanga telah dipiliha sebagaialokasi auntuk 

menyelidikikgejala objektiffyang terjadi guna untuk menyusun 

laporanailmiah.28aAdapun sasaranadan lokasiayang dijadikanasubjek 

penelitianaadalah Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung. 

2. Sifat penelitian 

       Sifat penelitian inia bersifata deskriptif akualitatif. Penelitian 

deskriptifa ini untuka memperoleh deskripsi yang lengkap serta akurat. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk 

memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara 

 
27  Rahmadi, PengantarrMetodologiiPenelitian, (Banjarmasin:aAntasariiPress, 2011), 15. 
28 AbdurrahmataFathoni, MetodeaPenelitian &aTeknik PenyusunanaSkipsi, (Jakarta: 

aRineka Cipta, a2011), 86. 
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sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu.29 Sedangkan, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang di amati.30 Dalam penelitian ini penulis 

akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas 

terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi 

Nabung. 

 

B. SumbereData 

       Sumberedata merupakan segalaasesuatu yangadapat memberikan 

informasii terkait dataayang idibutuhkan. Dalama penelitiani inii isumber 

datai yangi digunakan adalahiasumber dataiaprimer daniasumber 

dataiasekunder. 

1. DataaPrimer 

       Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

digali secara langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian yang 

ada di lapangan.31 Dalama hala ini, aproses apengumpulan adatanya 

perlua dilakukana dengana memperhatikana sumber-sumber utama 

yanga digunakan penelitiana secaraa langsung serta adanya 

interaksiilangsung antara peneliti dengannresponden untuk 

 
29Hardani et al., MetodeaPenelitian Kualitatifa&aKuantitatif, (Yogyakarta: aCV. 

PustakaaIlmu, 2020), 54.  
30 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian., 14. 
31 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, DasaraMetodologiaPenelitian, (Yogyakarta: aLiterasi 

MediaaPublishing, 2015), 67. 
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mendapatkanadata dan informasi yang relevan. Sumber utama dalam 

penelitian ini diperoleh langsung daria wawancaraa kepadaa Kepala 

Desa, Sekretarisa Desa, Bendaharaa Desa, Tokoha Masyarakat, BPK 

dan Tokoha Agama. 

2. Data Sekunder 

       Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti daria berbagai sumbera yanga telaha ada. Dataasekunder adapat 

diperolehhdari berbagaiisumber sepertijjurnal, buku, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber 

terkait Akuntabilitas pengelolaanndana desa berupa Daftar Hadir, 

Notulen, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Anggaran Pendapatan Belanja 

Desa/Desa (APBD/APBK), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 

Adapun sumber/bahan yang dapat digunakan dalam acuan penelitian 

ininyaitu buku-bukua yang berkaitana dengana masalah 

sepertiabukuaMuhamad Mu’iz Raharjo (Pengelolaan Dana Desa), 

Rosidi (Akuntansi Sektor Publik), V. Wiratna Sujarweni (Akuntansi 

Desa), Arzul Andaliza (Akuntabilitas Instansi Pemerintah). 

 

C. TeknikkPengumpulannData 

      Untukkmemperoleh dataayangavalid, makaa adad beberapaametode 

pengumpulanddataayang perlu dilakukan peneliti yaitu: 
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1. Wawancaraa 

       Wawancaraamerupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.32 Dalam 

wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur 

dimana wawancara dilakukan secara terencana. Peneliti menyiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai panduan 

dalam wawancara informan untuk mendapatkan informasi mengenai 

akuntabilitasa pengelolaana danaaadesa.   

       Penelitiana inia akan menggali informasi dari perangkat desa Sri 

Kencono kecamatan Bumi Nabung yang mengetahui dan bertugas 

dalam pengelolaan dana desa, seperti : Sularto (Kepala Desa), Hendi 

Atoto (Sekertaris Desa), Slamet Mugi Rahayu (Bendahara Desa), 

Suprihadi (Tokoh Masyarakat), Dwi (BPK) dan Safrudin (Tokoh 

Agama). 

2. Dokumentasi 

       Dokumentasi  merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada.33 Dokumentasisdapat berupasfoto,acatatan, 

buku teks,jjurnal dan lainssebagainya. Dokumentasi dalam penelitian 

ini berupa dokumen-dokumen lembaga/instansi seperti bukti anggaran 

desa, foto kegiatan, dan hasila wawancaraa daria beberapa informan 

 
32 Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif., 137. 
33 Ibid., 149. 
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guna memperoleha dataa mengenai analisis akuntabilitas 

terhadapapengelolaana danaa desa.   

 

D. Teknik Analisa data 

      Teknika analisisa dataa adalaha proses mencaria dana menyusuna secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.34 Penelitian yangadilaksanakan bersifat 

deskriptif, dilakukan dengan secara terus-menerus data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif 

sehingga dapattmenghasilkan kesimpulannyang kongkrittdanvvalid. 

       Penelitian  kualitatif  inin menggunakan teknisianalisis dataasecara 

induktif, yaituusuatu caraayang berfikiriberangkat darir fakta-fakta ayang 

bersifatakhusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik 

kesimpulan yang mempunyai sifat umum. Peneliti terjun langsung ke 

lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan 

dari fenomena yang ada di lapangan.35 Teknissanalisis dataa dalam 

penelitiannini adalah bahwa setelah semua datasseperti wawancara dan 

dokumentasi makaaakan dianalisisisesuai dengan data kongkrit mengenai 

Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sri Kencono 

Kecamatan Bumi Nabung, kemudian akan ditarik kesimpulan.  

 
34 Ibid., 161. 
35 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian., 121. 
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       Berikut beberapa tahapan yang dipakai untuk mengenalisis data yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

adalah analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sri Kencono. 

2. Penyajian Data  

Mengumpulkan semua data yang terkait dengan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa di Desa Sri Kencono yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Semua data yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa di Desa Sri Kencono, maka peneliti malakukan penarikan 

kesimpulan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Sri Kencono 

       Desa Sri Kencono terletak di Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten 

Lampung Tengah. Awal mula berdirinya Desa Sri Kencono, karena 

adanya transmigrasi swakarya sehingga disebut SK. Desa Sri Kencono 

berasal dari tansmigrasi jawa tengah pada tahun 1964. 

       Desa Sri Kencono adalah dataran rendah dengan luas wilayah 

mencapai 749,50 Ha. Penduduk utama roda perekonomian Desa Sri 

Kencono adalah pertanian dengan lebih dari 80% mata pencaharian 

masyarakat adalah petani tanaman singkong. Mekanisme pertanian 

sudah cukup maju dengan tersedianya 2 perusahaan Tepung Tapioka 

yang ada di Desa Sri Kencono. Akses utama sarana transportasi diDesa 

Sri Kencono adalah kendaraan roda dua dan roda empat seperti gerobak, 

sepeda motor, edet dan mobil.  

       Keberhasilan masyarakat dibidang pertanian selayaknya juga harus 

didukung adanya peran aktif dari pemerintah dalam mendorong untuk 

terus menjaga dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Kenyataan 

meskipun telah banyak program pemerintah yang dijalankan untuk 

memenuhi hal tersebut namun belum mampu untuk meningkatkan taraf 
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hidup yang ada di Desa Sri Kencono yang sebagian besar masih berada 

pada tingkat ekonomi pra sejahtera. 

       Sejak di tetapkan Desa Sri Kencono secara definitive secara 

kelembagaan sudah berjalan cukup bagus, peran kelembagaan akan 

mengatasi permasalahan yang ada manakala sarana prasarana penuang 

kerja cukup memadai.  

2. Kondisi Desa 

Jarak Desa Sri Kencono dari pusat pemerintah : 

a. Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 5 km 

b. Jarak dari pusat Pemerintah Kabupaten : 65 km 

c. Jarak dari pusat Pemerintah Provinsi  : 120 km 

Desa Sri Kencono mempunyai luas wilayah 749,50 Ha dengan batas-

batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bumi Nabung Timur  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumbia 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumbia 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sumber Katon 

3. Demografi 

       Desa Sri Kencono mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.618 

Jiwa sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Desa Sri Kencono 

 

 

 

 

   Sumber: profil desa Sri Kencono 

       Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran jumlah kepala 

keluarga dan jumlah penduduk dari setiap dudun yang ada di Desa Sri 

Kencono. Perbandingan jumlah laki-laki sebanyak 2.264 Jiwa dan 

jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.354 jiwa. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak 

daripada laki-laki di Desa Sri Kencono.  

4. Sosial Budaya 

Seluruh penduduk di Desa Sri Kencono menganut beberapa agama yaitu 

Islam, Kristen dan Hindu.  

 

 

 

 

 

 

Dusun  
Jumlah Jiwa 

KK 
L P Total 

Dusun I 347 342 689 194 

Dusun I A 351 367 718 204 

Dusun II 398 416 814 243 

Dusun II A 363 321 684 209 

Dusun III  345 429 774 263 

Dusun III A 217 236 453 156 

Dusun V 243 243 486 141 

Jumlah 2.264 2.354 4.618 1.410 
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Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

        Sumber: Monografi Desa tahun 2020 

 

       Berdasrkan tabel diatas diperoleh gambaran jumlah penduduk 

berdasarkan agama dari setiap dusun yang ada di Desa Sri Kencono. 

Perbandingan jumlah penduduk beragama islam sebanyak 4.588 Jiwa, 

jumlah penduduk beragama kristen sebanyak 21 jiwa dan jumlah 

penduduk beragama hindu sebanyak 9 jiwa. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas penduduk Desa Sri Kencono beragama Islam.  

        Di bidang Pendidikan Desa Sri Kencono memiliki sarana 

Pendidikan sebagaimana ditambilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Sarana pendidikan di Desa Sri Kencono 

 

 

Sumber: Monografi Desa tahun 2020 

Dusun  

Kependudukan (jiwa) 

Islam  kristen  hindu 

KK L P L+P KK L P L+P KK L P L+P 

Dusun I 194 346 341 687 - - - - 1 1 1 2 

Dusun I A 204 350 365 715 - - - - 1 1 2 3 

Dusun II 243 390 413 803 2 8 3 11 - - - - 

Dusun II A 209 363 321 684 - - - - - - - - 

Dusun III  263 341 423 764 3 2 4 6 1 2 2 4 

Dusun III A 156 217 236 453 - - - - - - - - 

Dusun V 141 241 241 482 1 2 2 4 - - - - 

Jumlah 1.410 2.248 2.340 4.588 6 12 9 21 3 4 5 9 

No Jenis Pendidikan  Jumlah  

 1  PAUD  1 

 2  TK  3 

 3  SD  3 
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       Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis 

sarana Pendidikan di Desa Sri Kncono yaitu Paud, TK, SD. Sedangkan 

Tingkat Pendidikan penduduk Desa Sri Kencono ditampilkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Tingkat Pendidikan di Desa Sri Kencono 

 

 

 

        

           Sumber: Monografi Desa tahun 2020 

 

       Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa meskipun sarana 

pendidikan masih kurang tetapi penduduk desa Sri Kencono mempunyai 

motivasi dan kemauan belajar yang tinggi sehingga  penduduknya sudah 

banyak yang sampai tingkat pendidikan sarjana.  

5. Visi dan Misi 

       Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. 

penyusunan visi desa Sri Kencono telah dipaparkan Kepala Desa saat 

baru mau mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Visi Desa Sri 

Kencono: “Mewujudkan Desa Yang Maju Aman Lahir Bathin” 

No Tingkat Pendidikan  Jumlah  

 1 TK 102 

 2 SD 686 

 3 SLTP 336 

4 SLTA 224 

5 SMK 43 

6 S1 54 

7 S2 2 
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       Penyusunan Visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat 

sesuatu pertanyaan yang harus dilaksanakan oleh desa guna tercapainya 

visi desa tersebut. Misi Desa Sri Kencono : 

a. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa melalui Profesionalisme 

tata kelola dan perluasan partisipasi publik 

b. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing 

c. Membangun Perekonomian yang kokoh 

d. Mewujudkan Sri Kencono yang indah, nyaman, aman dan 

manusiawi 

e. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui 

peningkatan Peran Pemuda, Olahraga, seni dan budaya dalam 

bingkai kearifan lokal 

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sri Kencono 

       Struktur organisasi pemerintahan Desa Sri Kencono dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini:36  

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Dokumentasi Profil Pemerintahan Desa Sri Kencono  
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Gambar. 4.1 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sri Kencono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung 

Kabupaten Lampung Tengah 

       Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak 

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). APBD merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh 

Kepala Desa/Kampung 

Hi. Sularto.HS 

Kasi Pemerintahan 

Sutiman  

Kasi Kesejahteraan 

Sunardi 

Kasi Pelayanan 

Edi Susilo 

Sekertaris Desa 

Hendi Atoto 

Kaur Perencanaan 

Dani Astori 

Kaur Keuangan 

Slamet Mugi R. 

Kepala Dusun I 

Suprianto 

Kepala Dusun IA 

Ali Kuswanto 

Kepala Dusun II 

Slamet 

Kepala Dusun IIA 

Erwan Susanto 

Kepala Dusun III 

Sukimin 

Kepala Dusun IIIA 

Samingan 

Kepala Dusun V 

Taufiq S. 
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pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dalam 

peraturan desa.37 

       Perpres Nomor 104 tentang anggaran saat pandemi covid 19 dan 

tertuang di situ masing-masing Desa wajib 40% untuk BLT. Hal tersebut 

sebagai dasar dalam pembuatan atau perencanaan anggaran. Selain itu, 

Permendagri nomor 113 tahun 2014, permendagri tentang penanggulangan 

covid 19, peraturan desa, keputusan kepala Desa dan mengikuti peraturan-

peraturan baru. Peraturan Desa salah satunya RPJM sebagai dasar dalam 

penganggaran.38 

       Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dengan penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBD) didalamnya berisi informasi program yang akan 

dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. 

       Rancangan APBD diajukan oleh Kepala Desa dimusyawarahkan 

dengan BPK. APBD terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan 

desa. Sesuai dengan hasil musyawarah. 

       Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu 

berupa Dana Desa. Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat 

menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan 

 
37 UU No 6 tahun 2014 tentang desa 
38 Slamet Mugi Rahayu, Bendahara, Wawancara, Sri Kencono, 14 Februari 2022 
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kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah 

mengganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada 

desa.  Berikut rincian anggaran pendapatan Desa Sri Kencono: 

Tabel 4.5 

Jumlah Anggaran Desa 

Keterangann 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 

DanaaDesa 811.188.259 957.879.115 1.125.243.000 

Alokasi Dana Desa 419.567.446 462.548.000 468.589.596 

Bagi Hasil Pajak 25.126.065 28.610.000 26.703.811 

Total Anggaran Desa 1.255.881.770 1.449.037.115 1.620.536.407 

Sumberr: APBK Desa Sri Kencono, 2018-2020 

       Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa jumlah pendapatan 

anggaran desa meningkat secara signifikan dalam setiap tahun. Adapun 

belanja desa yang dikeluarkan Desa Sri Kencono sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Jumlah Belanja Desa  

No Keterangan 
Anggaran 

2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 349.074.000 462.548.000 693.689.596 

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 738.903.000 736.131.560 366.346.811 

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 46.655.000 68.116.000 162.200.000 

4 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 132.741.000 52.088.000 5.500.000 

5 
Bidang Penanggulangan bencana, darurat 

dan mendesak  
- - 392.800.000 

Jumlah Belanja Desa  1.267.373.000 1.318.883.560 1.620.536.407 

Sumberr: APBK Desa Sri Kencono, 2018-2020 

       Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa anggaran desa yang 

diterima akan dialokasikan dalam berbagai bidang. Pada tahun 2018-2020 

anggaran desa dialokasikan dalam 4 (empat) bidang yaitu bidang 
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penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang 

pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan. 

Namun tahun 2020 juga dilokasikan dalam bidang penanggulangan 

bencana, darurat dan mendesak untuk penanggulangan covid-19. 

       Adapun siklus pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu: 

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. 

1. Perencanaan 

       Perencanaan pengelolaan desa adalah suatu proses pemikiran dan 

penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam 

pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaan keuangan desa 

diperlukan rencana secara strategis.  

       Tahap perencanaan pengelolaan dana desa disusun melalui 

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang 

desa adalah forum masyarakat yang bertujuan untuk membahas usulan-

usulan rencana program pembangunn desa. Perencanaan dana desa 

dilakukan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat dari masing-

masing dusun dan setelah terkumpul kemudian menjaring aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah 

desa hadiri oleh Perangkat Desa, BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, 

PKK, lembaga-lembaga yang ada dipemerintahan Desa. 39 

 
39 Sularto, Wawancara, Sri Kencono, 10 Februari 2022. 
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       Sebelum adanya pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non 

fisik ada namanya musyawarah dusun yang diadakan di awal tahun atau 

awal periode kepala Desa menjabat. Tujuan dari musdus itu merangkum 

satu periode masa jabatan kepala Desa yang artinya menjabat selama 5 

tahun itu dari awal sudah dirangkum. Jadi setiap tahunnya dipilih mana 

yang diprioritaskan. Hal tersebut mengacu pada RPJM itu selama 5 

tahun kemudian diperkecil lagi ada RKP yang dilaksanakan dalam 1 

tahun ke depan. RPJM dan RKP akan menjadi satu-satunya dokumen 

perencanaan desa untuk penyusunan APBD. Karena kondisi pandemi 

saat ini akhirnya pembangunan fisik 70% kita kurangi kita alokasikan 

untuk penanggulangan covid.40 

Tahapan perencanaan di Desa Sri Kencono: 

a. Musyawah Dusun (Musdus) 

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yaitu 

musyawarah dusun (Musdus). Musyawarah dusun dilakukan di 

setiap tingkatan dusun. Musyawarah ini untuk menentukan 

kebutuhan-kebutuhan yang ada di setiap dusun. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tujuan diadakannya Musdus oleh pemerintah 

desa adalah untuk menampung permasalahan-permasalahan di 

setiap dusun.  

 

 
40 Slamet Mugi Rahayu, Bendahar, Wawancara,  14 Februari 2022. 
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b. Musyawarah Desa 

Tahapan yang kedua yaitu Musyawarah desa Pembahasan dalam 

forum mengenai laporan dari keadaan yang ada di masing-masing 

dusun, kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan 

dalam  pembangunan desa. Musyawarah desa menjadi forum yang 

penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat 

dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik 

pada periode selanjutnya. 

       Adapun komitmen pemerintah desa sudah terprogram dari awal 

sesuai dengan perencanaan dari tahap ke tahap. Selain itu untuk 

meningkatkannya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan namun 

untuk sementara ini ditiadakan karena terkendala adanya covid.41  

       Tokoh agama mengatakan bahwa dalam proses pengelolaan dana 

desa tidak begitu mengikuti. Pengusulan-pengusulan tersebut sudah 

tercover dan sudah masuk semua namun kenyataannya. Transparansi 

pemerintah desa cukup baik, program-program yang dimusyawarahkan 

sudah sesuai. Namun, kendalanya ada covid ini jadi hampir semua dana 

desa itu urusannya ke covid.42 

       Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam 

tahap perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah 

yang diselenggarakan. 

 
41 Hendi Atoto, Sekertaris, Wawancara,  10 Februari 2022. 
42 Safrudin, Tokoh Agama, Wawancara,  11 Februari 2022. 
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2. Pelaksanaan 

       Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana 

peraturan desa tentang APBD yang telah ditetapkan sebelumnya 

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa 

dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

       Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Apabila 

ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala 

Desa dan Kaur Keuangan.   

       Mekanisme Pelaksanaan dana desa setelah ditarik oleh bendahara 

serta kepala Desa yang sebelumnya mempertimbangkan terlebih dahulu 

yang perlu direalisasikan dan kegiatan mana yang perlu di utamakan. 

Dalam sistem pembangunan desa yang berperan adalah Tim Pelaksana 

Kegiatan yang bertanggungjawab dan membuat surat permintaan 

pembayaran serta mengelola jalannya pelaksanaan program 

pembangunan.43  

       Pemberdayaan masyarakat adanya padat karya tunai. Namun untuk 

saat ini tidak ada padat karya karna masa pandemi. Dana desa di 

alokasikan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebelum itu adanya 

Padat karya tunai dalam memberdayakan masyarakat. Jadi ketika Desa 

punya program dapat bantuan ataupun dari dana desa untuk 

 
43 Hendi Atoto, Sekertaris, Wawancara,  10 Februari 2022. 
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pembangunan fisik tetap membutuhkan tenaga manusia. Kita 

berdayakan masyarakat yang nantinya masyarakat tersebut juga 

menikmati, bisa dikatakan kerja di Desa sendiri. Contoh kecil kita 

pembangunan underlagh itu kita butuh banyak penyerapan tenaga 

manusia.44 

       Pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai 

apabila dana desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa. 

Sistem pembagian dana desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Sri 

Kencono berdasarkan luas wilayah setiap dusun. Desa Sri Kencono 

setiap tahunnya sudah menentukan dusun mana yang akan dilaksanakan 

pembangunan. 

       Berikut daftar masalah dan potensi dari sketsa/peta Dusun II di Desa 

Sri Kencono tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun II 

No Masalah Potensi 

1 Onderlah jalan arah makam Akses jalan, Tenaga 

2 Pelebaran jalan ladang sepanjang 4000 m Tenaga 

3 Onderlah jalan ladang sepanjang 1000 m Tenaga 

4 Bangunan balai dusun Swadaya 

5 Pembuatan gorong-gorong plat beton Tenaga 

6 Pelatihan karang taruna dusun Kepemudaan/Tenaga 

7 Talut jalan peladangan sepanjang 1000 m Tenaga  

8 Pembuatan siring jalan sepanjang 800 m Tenaga  

9 Pembangunan poskamling Tenaga  

10 Pembelian orgen Tenaga  

11 Pembangunan jalan lapen sepanjang 1000 m Tenaga  

 
44 Sularto, Kepala Desa, wawancara, 10 Februari 2022. 
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12 Pengadaan ternak sapi Tenaga  

13 Onderlah jalan Desa Tenaga  

14 Pengadaan seragam krawitan/kesenian Tenaga  

15 Rehap sarana ibadah Tenaga  

16 Pengadaan lampu jalan Lahan/Tenaga/Swadaya 

17 Pengadaan sarana prasarana balai dusun Tenaga dan bambu 

18 Pengadaan modal kelompok wanita tani Tenaga  

19 Pengadaan modal bibit jagung Tenaga  

20 Transportasi guru ngaji Tenaga/SDM 

21 Pelebaran jalan Desa Tenaga  

22 Pengadaan hendraktor kelompok tani Sarana 

23 Pembangunan siring jalan Desa Tenaga  

24 Pengadaan baju RT Tenaga  

25 Pembukaan akses jalan peladangan Tenaga  

26 Transport kader posyandu kader psyandu 

27 Peningkatan fisik balita Tenaga 

Sumer data : RPJM Desa Sri Kencono  

       Berdasarkan tabel tabel diatas menunjukan bahwa masih terdapat 

masalah dan potensi dari sketsa/peta Dusun II di Desa Sri Kencono. Hal 

tersebut di musyawarahkan melalui musyawarah dusun. Hasil 

musyawarah tersebut kemudian di laporkan dalam musyawarah desa. 

       Anggaran desa itu sebelumnya di musyawarahkan kepala dusun 

yang sudah bermusyawarah dengan masyarakat. Kemudian di laporkan 

pada saat musyawarah desa. Namun masih terdapat lembaga mayarakat 

kurang paham terkait pembagian dana desa sebab tidak mengikuti serta 

kurangnya pengetahuan administrasi. Usulan dari tokoh agama mungkin 

satu yang tidak terlaksana, Seperti insentif guru ngaji. Berharap ada 

pembinaan semua takmir mushola dan guru ngaji namun belum 
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terlaksana karena terkendala dengan covid.45 Tahun berjalan ini hampir 

semua dana dialokasikan ke covid.46 

       Sebelum ada covid sumber pendapatan desa digunakan dalam 

bidang penyelenggaraan pemerintah 40%, bidang pelaksanaan 

pembangunan 52%, bidang pembinaan kemasyarakatan 7% dan bidang 

pemberdayaan kemasyarakatan 1%. Keempat bidang tersebut 

dituangkan dalam APBK kurang lebih 30% operasional atau nonfisik 

dan 70% fisik. 

       Program pembangunan untuk saat ini titik beratnya kepada dampak 

covid 19. Notabennya dulu untuk pembangunan dialokasikan ke fisik, 

sekarang dipangkas untuk kegiatan BLT, penanganan penanggulangan 

covid. Pembangunan fisik saat ini mungkin hanya sekitar 20-30%. Jadi 

semuanya untuk pembangunan dialokasikan untuk penanganan wabah 

covid 19.47 

Tabel 4.8 

Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2020 

No Program 
Anggaran 

(Rp) 

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah   

1.1 terbayarnya penghasilan tetap kepala kampung  42.000.000 

1.2 terbayarnya penghasilan tetap perangkat kampung 319.800.000 

1.3 

terbayarnya jaminan sosial kepala kampung dan 

perangkat kampung  2.340.000 

1.4 terbayarnya operasional kantor kampung 42.063.096 

1.5 terbayarnya tunjangan BPK 44.400.000 

1.6 terbayarnya operasional BPK 1.800.000 

 
45 Safrudin, Tokoh agama, Wawancara,  11 Februari 2022.  
46 Suprihadi, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 13 Februari 2022  
47 Sularto, Kepala Desa, Wawancara,  10 Februari 2022.  
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1.7 terbayarnya insentif RT 192.000.000 

1.8 
terbayarnya honor operator, staf keuangan, penjaga 

balai kampung 
22.800.000 

1.9 terbangunnya rehabilitasi kamar mandi 9.301.000 

1.10 belanja peralatan komputer dan elektronik 14.000.000 

1.11 terbayarnya operasinal IDM 1.000.000 

1.12 terbayarnya MUSDES 1.131.000 

1.13 terlaksananya MUSRENBANGDES 1.054.500 

1.14 terbayarnya tunjangan guru ngaji, mudin dan marbot 37.200.000 

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan   

2.1 jalan underlagh 3x1000 meter 227.360.000 

2.2 terbayarnya honor tenaga ahli 6.000.000 

2.3 terbangunnya sumur bor 2 unit 79.634.000 

2.4 Banner transparansi APBK dl 249.000 

2.5 kegiatan keagamaan  3.903.811 

2.6 terbayarnya operasional posyandu  12.000.000 

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  

3.1 tunjangan linmas 75.000.000 

3.2 terbayarnya operasional ronda linmas 37.200.000 

3.3 terbayarnya alat musik gamelan 50.000.000 

4 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan  

4.1 terbayarnya bimtek siskeudes, paralegal dan sipades 5.500.000 

5 
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan 

Mendesak  

5.1 penanggulangan keadaan mendesak covid-19 40.000.000 

5.2 BLT-DD I dan BLT-DD II lanjutan 352.800.000 

Sumber data: APBK Desa Sri Kencono, 2020 

       Pemerintah desa tetap melaksanakan pembangunan walaupun 

terkendala covid 19. Pembangunan yang dilakukan seperti 

pembangunan gorong-gorong, pembuatan talut di lapangan, papan nama 

dilapangan.48 Namun masih ada program-program kegiatan yang belum 

terlaksana. 

 
48 Dwi, BPK, Wawancara,  12 Februari 2022. 
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       Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam 

tahap pelaksanaan sudah baik. Dilihat dari segi peraturan yang telah di 

tentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan desa di 

Desa Sri Kencono dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku adanya bukti yang sah dalam pelaksanaan 

kegiatan.   

3. Penatausahaan 

       Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan 

yang dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa wajib melakukan 

pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan 

pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Bendahara 

mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan 

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka 

pelaksanaan APBD. 

       Penatausahaan keuangan desa Sri Kencono mnggunakan aplikasi 

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dapat mempermudah 

bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya dan dapat 

memperlihatkan penggunaan dana desa serta kegiatan yang dilakukan 

dengan menggunakan dana desa.49 

 

 

 

 
49 Slamet Mugi Rahayu, Bendahara, Wawancara,  14 Februari 2022. 
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Gambar 4.2 

Sistem Keuangan Desa 

 

 

 

 

 

 

       Secara administrasi mekanisme pencatatan transaksi dilakukan 

dalam aplikasi siskeudes, sedangkan secara mekanisme dilapangan 

dituangan dalam surat pertanggungjawaban. Mekanisme penatausahaan 

ada beberapa bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 

bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang 

pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang tak terduga. 

       Transaksi pengeluaran anggaran setiap kegiatan harus cepat-cepat 

memasukan laporan dipenatausahaan dan yang paling penting terkait 

penanggalan harus jelas. Pada saat pencairan tidak boleh lama-lama 

menahan dana tersebut walaupun dana tersebut masih di rekening dan 

melaksanakan program sesuai kebutuhan. Setelah tim pelaksana 

kegiatan melaporkan ke bendahara dan menyatukan pembayarannya 

otomatis di situ muncul berapa pencairan, berapa pengeluaran untuk apa 

langsung kelihatan dalam sistem siskeudes.50 

 
50 Ibid.  
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       Adanya perubahan anggaran antara rencana sama realisasi. Contoh 

belanja elektronik, karena elektronik ada naik turun harga, mungkin 

yang lain juga ada kenaikan harga dan penturunan harga. Karena 

melakukan RAB diawal bukan RAB di akhir. RAB diawal tersebut 

tertuang dalam APBK Misal RAB di januari belanja komputer, 

kemudian direalisasikan pencairan di bulan oktober pasti ada naik 

turunnya harga. Jika anggaran sisa kita masukan dalam silpa (sisa 

anggran belanja) dengan menyimpan dana tersebut untuk ditambahkan 

di tahun berikutnya. Jika kurang bisa mengambil anggaran yang dari 

kegiatan yang lain atau belanja yang lain dengan berita acara bahwa 

belanja barang tersebut mengalami kekurangan dalam RAB akan tetapi 

di dalam kegiatan yang lain ada belanja yang masih sisa itu bisa 

diambil.51 

       Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam 

tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 

tahun 2014, mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah 

Desa Sri Kencono dengan melakukan proses komputerisasi melalui 

aplikasi Siskeudes.  

4. Pelaporan 

       Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya 

dalam pengelolaan keuangan desa wajib memberikan laporannya 

kepada Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Selain itu, Pemerintah 

 
51 Ibid. 



 
55 

 

 
 

Desa dalam memepertanggungjawabkan kegiatannya wajib 

menyampaikan kepada masyarakat.  

       Mekanisme pelaporan dilakukan secara online, softcopy dan 

hardcopy. Pelaporan tersebut juga dituangkan dalam surat 

pertanggungjawaban. Proses pelaporan ini setelah masalah 

penatausahaan selesai di input dalam sistem siskeudes, kemudian print 

out penatausahaan tersebut.  

       Contoh kecil setelah proses tim pelaksana kegiatan dengan kepala 

Desa dan bendahara sudah melakukan pencairan dan menyalurkan dana 

untuk kebutuhan kegiatan tersebut. Setelah itu, langsung memasukkan 

dalam penatausahaan, kemudian langsung bisa di ekspor dalam 

beberapa jenis file. Proses tersebut selesai langsung dilaporkan kepada 

pendamping desa, kecamatan ataupun kabupaten itu untuk yang lebih 

cepat dalam pelaporan. Namun, pemerintah desa tetap harus mempunyai 

bukti fisik dalam laporan yaitu surat pertanggungjawaban baik asli 

maupun fotocopy. Ada juga bentuk realisasi hardcopy dan softcopy, 

karena nanti tidak hanya laporan dalam satu tahun tersebut pastinya 

dibutuhkan laporan di akhir masa jabatan kepala Desa. Beberapa tahun 

kemudian tetap ada tim audit, jadi kita laporan juga harus benar 

dilengkapi apalagi disitu didalamnya ada inventaris yang paling 

penting.52 

 
52 Hendi Atoto, Sekertaris, Wawancara,  10 Februari 2022 
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       Proses penyampaian laporan penggunaan Dana Desa, Kepala Desa 

yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan secara tepat 

waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat 

dilaporkan maka pencairan dana tertunda untuk tahap selanjutnya. 

       Pelaporan sering mengalami keterhambatan dan keterlambatan. 

Apalagi Saat ini menggunakan sistem online. Keterhambatan dalam 

pelaporan karena kekuatan jaringan yang tidak stabil. Namun 

sebelumnya keterlambatan itu banyak, terkait masalah laporan-laporan 

di luar dari koridor keuangan itu masuk ke ranahnya Bendahara. 

Bendahara selain bekerja di kantor juga di luar kantor. Dalam 

menyelesaikan tugas pelaporan tersebut, membentuk tim kecil dalam 

satu kecamatan dan sering lembur diluar jam kerja.53 

       Hal yang paling krusial di desa itu anggaran masyarakat. Jadi 

pemerintah desa dituntut dana cair harus cepat laporan. Keterlambatan 

dalam pelaporan karena ada pekerjaan lain di luar yang harus ditangani 

bendahara. Keterhambatan tersebut mempengaruhi pencairan dana desa. 

Cepat kita selesai masalah perencanaan pelaporan maka cepet kita di 

proses. Kalau kita belum selesai maka belum bisa mengerjakan yang 

baru.54 

       Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam 

tahap pelaporan sudah menyampaikan laporan realisasi anggaran. 

 
53 Slamet Mugi Rahayu, Bendahara, wawancara, 14 Februari 2022. 
54 Ibid.   
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Namun dalam tahap pelaporan sering mengalami keterhambatan dan 

keterlambatan.  

5. Pertanggungjawaban 

       Sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 kepala desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada 

Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tidak 

hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan 

kepada masyarakat.  

       Mekanisme pertanggungjawaban memang benar tanggungjawab 

sepenuhnya di kepala Desa tetapi semua ikut bertanggungjawab sesuai 

dengan porsinya. Bendahara  bertanggungjawab sebagai secara 

administrasi, secara fisik tim pelaksana kegiatan juga bertanggungjawab 

mengenai pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik. Untuk fisiknya tim 

pelaksana itu harus benar-benar bertanggungjawab masalah pekerjaan.55 

       Setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib 

menyimpan bukti yang berupa nota pembelanjaan, karena dalam 

Laporan Pertanggungjawaban harus di sertai dengan nota tersebut. 

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga didukung dengan laporan 

pertanggungjawaban APBD. Berikut data SPJ Desa Sri Kencono: 

 

 

 

 
55 Sularto, Kepala desa, Wawancara,  10 Februari 2022. 
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Tabel 4.9 

Data SPJ Desa Sri Kencono 

No Keterangan 
Anggaran Pertanggungjawaban 

2018 2019 2020 Fisik keuangan 

1 

Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintah 

349.074.000 462.548.000 693.689.596 100% Lengkap 

2 
Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 
738.903.000 736.131.560 366.346.811 100% Lengkap 

3 
Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
46.655.000 68.116.000 162.200.000 100% Lengkap 

4 

Bidang 

Pemberdayaan 

Kemasyarakatan 

132.741.000 52.088.000 5.500.000 100% Lengkap 

5 

Bidang 

Penanggulangan 

bencana, darurat dan 

mendesak 

- - 392.800.000 100% Lengkap 

Jumlah 1.267.373.000 1.318.883.560 1.620.536.407   

Sumber data : SPJ Desa Sri Kencono, 2018-2020 

       Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan 

aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan 

wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dengan 

adanya data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBD 

sudah lengkap, baik dari segi fisik maupun secara administrasi. 

       Saat ini masih ada kesulitan dari pemerintah desa dalam 

pertanggungjawaban administrasi. Disebabkan Setiap akhir pelaporan 

selalu merubah program karena pandemi ini. Setiap perencanaan APBK 

itu yang sudah direncanakan namun kenyataanya waktu pelaksanaannya 

dari Desa maupun dari kabupaten itu berubah-ubah. Selain itu dalam  



 
59 

 

 
 

melaksanakan kegiatan terkendala dengan cuaca, kadang musim hujan 

sehingga pelaksaan realisasi tidak sesuai.56 

       Pertanggungjawabannya sesuai dengan SPJ yang ada, nanti 

diajukan atau disampaikan dari tim teknis atau tim pelaksana dari 

masing-masing kegiatan, dalam suatu kegiatan itu ada tim pelaksananya 

dari perangkat Desa namun pertanggungjawanannya dari kepala Desa.57 

Untuk mendukung keterbukaan semua dilaporkan, sesuai prosedur 

musyawarah .58 

       Di era digital ini, masyarakat di desa Sri Kencono mampu 

mengikuti perkembangan jaman sehingga dapat mengakses informasi 

yang disediakan oleh pemerintah desa di situs website resmi Desa Sri 

Kencono maupun media sosial seperti facebook dan instagram.59 

Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah efektif. 

Namun masih banyak masyarakat yang belum paham akan teknologi.60 

       Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam 

tahap pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih harus 

meningkatkan keterbukaan informasi mengenai laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan 

memasang spanduk/papan informasi yang mudah di akses oleh 

masyarakat.  

 
56 Ibid. 
57 Hendi Atoto, Sekertaris, Wawancara,  10 Februari 2022. 
58 Safrudin, Tokoh Agama, Wawancara,  11 Februari 2022. 
59 Suprihadi, Tokoh Masyarakat, wawancara, 13 Februari 2022. 
60 Dwi, BPK, Wawancara, 12 Februari 2022. 
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C. Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sri 

Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah 

       Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atau 

kewajiban dari individu atau kelompok yang memiliki sebuah kewenangan. 

Pada penelitian ini akuntabilitas yang dikhususkan adalah pengelolaan dana 

desa. 

       Dana desa merupakan salah satu dana dari pemerintah pusat yang 

disalurkan guna membangun desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana 

desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui 

APBD kota/kabupaten yang disalurkan ke rekening desa masing-masing. 

Berikut tabel tahap pencairan dana desa Sri Kencono: 

Tabel 4.10 

Pencairan dana desa 

No Uraian % 
Anggaran 

2018 2019 2020 

1 
tahap 

pertama 
40 324.475.304 383.151.646 450.097.200 

2 tahap kedua 40 324.475.304 383.151.646 450.097.200 

3 tahap ketiga 20 162.237.652 191.575.823 225.048.600 

Jumlah 100 811.188.259 957.879.115 1.125.243.000 

Sumber data: Pemerintah Desa, 2018-2020 

       Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pencairan dana desa 

tersebut melalui 3 (tiga) tahap. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan 

tahap ketiga 20%. 

       Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara terbuka dan transparan 

diawali melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), 
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lalu menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun kemudian dituangkan dalam APBD dan 

dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban.  

       Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Dana Desa 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. 

1. Akuntabilitas Perencanaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa 

       Perencanaan pengelolaan dana desa diatur dalam Permendagri No 

113 tahun 2014 dimana pemerintah desa dan masyarakat yang 

merencanakan pengelolaan dana desa. Perencanaan alokasi dana desa 

dilakukan melalui musyawarah desa dengan tujuan untuk  menjaring 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa membahas 

mengenai perencanaan pembangunan desa dan perencanaan Anggaran 

Pembangunan dan Belanja Desa. 

       Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa  oleh 

pemerintah Desa Sri Kencono dimulai dari penyusunan dan penetapan 

RKP dan APBD yang merupakan bagian dari tahap perencanaan 

pengelolaan dana desa yang menjadi satu kesatuan keuangan desa. 

       Secara prosedur perencanaan di Desa Sri Kencono sudah sesuai 

dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa 

menyusun rancangan APBD berdasarkan RKP yang dihasilkan melalui 

Musrenbang. Pemerintah desa telah menerapakan prinsip partisipasi, 
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dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias karena dapat 

memberikan masukan ataupun usulan untuk pembangunan desa. 

2. Akuntabilitas Pelaksanaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa 

        Pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan 

dan pengeluaran desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 

ayat 1 dan 3 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang 

pelaksanaan mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran 

desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalaui rekening kas 

desa dan semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah. 

       Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam 

bentuk laporan masing-masing tahap kegiatan. Tahap pelaksanaan 

kegiatan dilaksanakan olek tim pelaksana kegiatan dan melibatkan 

masyarakat sekitar mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. 

Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan harus selalu 

menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk 

proses pembangunan sehingga dapat dipertaggungjawabkan nantinya. 

       Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada 

masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib 

dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi 

kegiatan. Papan informasi tersebut berisikan nama kegiatan, volume 

kegiatan, besar anggaran, dan waktu pelaksanaan. Kemudian juga 

menyediakan informasi di Kantor Desa sehingga mudah di akses oleh 
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masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan usaha pemerintah desa 

untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. 

       Tahap pelaksanaan di desa Sri Kencono pemerintah desa telah 

melaksanakan akuntabilitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran 

sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaksanaan 

pembangunan desa juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan 

mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerjanya. Namun 

Pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparan dengan 

memasang papan informasi di lokasi kegiatan yang mudah di akses oleh 

masyarakat umum.  

3. Akuntabilitas Penatausahaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa 

       Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 yang menyatakan bahwa 

bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran kas. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan 

pertanggungjawaban kepada kepala desa. 

       Hasil penatausahaan dijadikan penyusunan laporan kepada 

pemerintah kepada kabupaten serta yang berkepentingan lainnya 

sebagai wujud pelaporan dimana penatausahaan di Desa Sri Kencono 

menggunakan aplikasi siskeudes dapat mempermudah bendahara dalam 

menjalankan tugasnya. 

       Penatausahaan Desa Sri Kencono telah sesuai dengan permendagri 

No. 113 Tahun 2014. Hal tersebut dilihat dengan adanya Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun oleh pemerintah desa 
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menggunakan aplikasi siskeudes. Selama pelaksanaan program dan 

kegiatan pemerintah desa juga melakukan pencatatan dan 

mengumpulkan kelengkapan administrasi. 

4. Akuntabilitas Pelaporan Terhadap Pengelolaan Dana Desa 

       Pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, bahwa 

kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada 

Bupati/walikota. 

       Bendahara Desa juga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan 

mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan 

bukti yang sah dan lengkap. Bendahara Desa mengalami beberapa 

kendala terutama pada kekuatan sinyal. 

       Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Sri Kencono sudah sesuai 

dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Kepala desa sri kencono 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati. 

Namun dalam penyampaian laporan masih ada hambatan dan 

keterlambatan dalam tahap pelaporan. 

5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Terhadap Pengelolaan Dana 

Desa 

       Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa 

menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBD. 



 
65 

 

 
 

       Laporan pertanggungjawaban menjadi bukti atas 

pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. 

selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen 

untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. 

       Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa 

pemerintah desa selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang 

dilakukan agar nantinya dalam membuat laporan pertanggungjawaban 

tidak mengalami kesulitan. 

       Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD dan Dana Desa 

sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namum 

pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD masih belum sesuai 

karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan.  

       Proses akuntabilitas pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih 

harus meningkatkan keterbukaan informasi mengenai laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan 

memasang spanduk yang mudah di akses oleh masyarakat. 

       Seluruh tahapan pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut merupakan upaya 

Pemerintah Desa Sri Kencono untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana 

desa.  

       Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Sri Kencono dimulai dari 

penyusunan dan penetapan RKP dan APBD/APBK yang merupakan bagian dari 

tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang menjadi satu kesatuan keuangan 
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desa dimana pemerintah desa menyusun rancangan APBD berdasarkan RKP yang 

dihasilkan melalui musrenbang. 

       Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa dilaksanakan 

melalui rekening desa. Pemerintah desa juga melakukan pencatatan dan 

mengumpulkan kelengkapan administrasi yang merupakan bentuk penatausahaan. 

Hasil penatausahaan dijadikan penyusunan laporan kepada pemerintah dimana 

penatausahaan menggunakan aplikasi siskeudes. Aplikasi ini membantu dan 

mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya. Kepala desa 

bertangungjawab dalam penyampaian laporan realisasi kepada bupati melalui 

camat.  

       Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa pengelolaan dana desa di desa 

Sri Kencono berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 

secara prosedur belum sepenuhnya dapat dikatakan akuntabel, Masih ada program-

program yang belum terlaksana karena terkendala covid serta masih adanya 

keterhambatan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan.        
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa : akuntabilitas pengelolaan 

dana desa di Desa Sri Kencono kecamatan Bumi Nabung Kabupaten lampung 

Tengah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban belum bisa dikatakan akuntabel dan sesuai 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

desa. Meskipun pemerintah sudah melakukan proses penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pemerintah melalui 

musyawarah desa, dalam pelaksanaan program melalui rekening kas desa 

semua penerimaan dan pengeluaran dicatat didukung dengan bukti sah, kepala 

desa menyampaikan laporan realisasi kepada bupati/walikota melalui camat  

Namun, masih ada program-program yang belum terlaksana karena terkendala 

covid, masih adanya keterhambatan dan keterlambatan dalam pembuatan 

laporan, masih ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban 

administrasi. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka terdapat 

beberapa saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan dimasa mendatang, 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka 

pemerintah desa Sri Kencono harus selalu melibatkan masyarakat dalam 

setiap kegiatan, adanya pendamping desa, melaporkan realilasi anggaran 

secara tepat waktu, mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya 

serta diharapkan dapat menyampaikan hasil pengelolaan dana desa yang 

mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Masyarakat perlu meningkatkan partisipasi serta mengawasi jalannya 

program/kegiatan yang di rencanakan pemerintah desa agar membantu 

dalam penggunaan dana desa sesuai keperluan masyarakat dan tidak 

disalahgunakan oleh pemerintah desa. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian 

terkait data pengelolaan dana desa. 
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ALAT PENGUMPUL DATA 

ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA 

DESA (STUDI KASUS DESA SRI KENCONO KECAMATAN BUMI 

NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH) 

 

A. Wawancara dengan Kepala Desa 

1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan 

oleh Desa Sri Kencono? 

2. Bagaimana pendanaan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat ? 

3. Apa saja program pembangunan pemerintah desa yang di danai oleh dana 

desa? 

4. Bagaimana mekanisme pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

dana desa? 

5. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban 

administrasi? 

6. Bagimana pemerintah desa melakukan prinsip akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban penhelolaan dana desa? 

 

 

 



 

 
 

B. Wawancara dengan Sekertaris Desa 

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

pengelolaan dana desa? 

2. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proes perencanaan pengelolaan dana desa? 

3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana desa?  

4. Siapa saja yang hadir pada saat melakukan musyawarah pembangunan 

desa? 

5. Bagaimana mekanisme pencairan dana desa yang dilakukan oleh Desa Sri 

Kencono? 

 

C. Wawancara dengan Bendahara Desa 

1. Apa yang menjadi landasan dalam menjalankan penyelenggaran 

Pemerintahan Desa? 

2. Bagaimana mekanisme pencatatan transaksi dalam pengelolaan dana desa? 

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 

penatausahaan pengelolaan dana desa? 

4. Apakah ada perubahan anggaran antara yang direncanakan dengan 

realisasinya? 

5. Bagaimana mekanisme pelaporan pengelolaan dana desa? 

6. Bagaimana proses penyampaian laporan penggunaan dana desa? 

7. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam tahap pelaporan dana desa? 

 



 

 
 

D. Wawancara dengan  BPK, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama  

1. Apakah anda dilibatkan dalam proses perencanaan Pengelolaan dana desa ? 

2. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemrintah Desa Sri Kencono  

tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan dan dapat dirasakan 

manfaatnya? 

3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung terbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 

pertanggungjawaban program yang didanai oleh dana desa? 

 

E. Dokumentasi yang diperlukan untuk Penelitian Skripsi 

1. Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

2. Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Kampung (APBD/APBK) 

3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
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